
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 5 TAHUN 2012     
 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2007 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA              

PADA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM dr. SLAMET                         
KABUPATEN GARUT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GARUT, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai Retribusi Jasa 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi 
Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi 
Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap 
berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya 
Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan 
Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut, pada tanggal 
31 Desember 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan 
Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut. 

Mengingat   :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan                
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan                
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                        
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah                  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 
Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI GARUT 
 
 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA              
PADA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM dr. SLAMET                         
KABUPATEN GARUT. 

 
Pasal 1   

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 2 Seri C), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut   
 pada tanggal 20 - 1 - 2012 

 B U P A T I   G A R U T, 
                         
                       t t d 

   

                ACENG H.M. FIKRI 

 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal  24 - 1 - 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

                                    t t d 

                I M A N  A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN  2012  NOMOR  5 
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